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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN    PUTUSAN

  Nomor 0829/Pdt.G/2019/PA.Dp.

الرحيم    الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Dompu  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Yuli Yanti binti Idrus A.  Wahab, umur 34 tahun, agama Islam,

pendidikan  terakhir  SLTP,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ladore, RT.002/RW.001,

Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai

Penggugat.

                 melawan

Nasruddin  alias  Nasaruddin  bin  Jamaludin,  umur  36  tahun,

agama Islam,  pendidikan terakhir  SLTA,  pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Dusun Ladore,  RT.001/RW.001,  Desa

Ranggo,  Kecamatan  Pajo,  Kabupaten  Dompu,  sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal  18

November 2019 yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Dompu  dengan  Register  Nomor 0829/Pdt.G/2019/PA.Dp.  tanggal 18

November 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut : 
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1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya

telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 di Desa Ranggo,

dan telah  tercatat  pada Kantor  Urusan Agama Kecamatan Hu'u,

sekarang  masuk  Kecamatan  Pajo,  Kabupaten  Dompu,  dengan

Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Hu'u,  sekarang  masuk

Kecamatan  Pajo,  Kabupaten  Dompu,  Nomor  213/15/X/2003

tertanggal 07 Oktober 2003;

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  setelah  akad  nikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian

pindah  dan  bertempat  kediaman  bersama  di  alamat  Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas  dan  telah  hidup  bersama

sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan  telah

dikaruniai tiga orang anak bernama : 

1. Nurul Fajriatun (P), umur 15 tahun, dalam asuhan Tergugat;

2. Auri Awalia (P), umur 10 tahun, dalam asuhan Tergugat;

3. Muh. Hafizh Alfarezel Pratama (L), umur 2 tahun, dalam asuhan 

Tergugat;

3.-----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

berjalan  rukun, namun  sejak  tanggal  16  November  2019  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

melihat Penggugat berbicara via telephone dan berfikir Penggugat

selingkuh  dengan  laki-laki  lain,  padahal  Penggugat  sedang

berbicara  dengan  teman  perempuannya,  namun  Tergugat  tidak

percaya  dan  marah  hingga  memukul  Penggugat,  bahkan

mengeluarkan bahasa kotor dan membakar pakaian Penggugat;

4.-----------Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Penggugat pergi

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat

sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
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5.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan

damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.-Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili  perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Nasruddin  alias

Nasaruddin  bin  Jamaludin)  terhadap  Penggugat  (Yuli  Yanti  binti

Idrus A. Wahab);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

      Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah

untuk  menghadap  ke  persidangan  serta  tidak  pula  ada  mengajukan

eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Dompu  dan  tidak ternyata

ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa  Penggugat  di  persidangan  menyatakan  tidak  ada

perdamaian  dengan  Tergugat  dan  Penggugat  menyatakan  tetap

dengan gugatannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa

lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat.
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa: 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk Nomor  5205084806840001,

tanggal  06 Desember 2012 atas nama Penggugat, ternyata cocok

dengan aslinya (P.1). 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

Nomor 213/15/X/2003 tertanggal 07 Oktober 2003 yang dikeluarkan

oleh Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Hu’u,  Kabupaten  Dompu,

ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah

mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di

bawah sumpah yaitu:  

1. Mansyur  bin  Tari,  umur  85  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Dusun  Ladore,  RT.001,  Desa  Ranggo,

Kecamatan  Pajo,  Kabupaten  Dompu,  hubungan  Saksi  dengan

Penggugat  adalah  tetangga  Penggugat,  telah  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah

dikaruniai anak tiga orang;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  rukun-rukun

saja  dan  Penggugat  dengan  Tergugat  baru  lima  hari  ini  ada

masalah karena Tergugat minta cerai kepada Penggugat;

 Bahwa  sebenarnya  Penggugat  tidak  mau  bercerai  dengan

Tergugat tetapi Tergugatlah yang ingin bercerai;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

2. Fifi  Sumanti  binti  Idris,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ladore, RT.001,

Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, hubungan Saksi

dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat,  telah memberikan

keterangan sebagai berikut:
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 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah

dikaruniai anak tiga orang;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  rukun-rukun

saja dan Penggugat  dengan Tergugat  tidak ada masalah tetapi

karena  Tergugat  minta  cerai  kepada  Penggugat  sementara

Penggugat  tidak  mau  bercerai  sedangkan  Tergugat  tidak  mau

untuk  mengurus  perceraian  sehingga  Penggugat  mengajukan

perceraian;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  baru  tadi  malam  berpisah

rumah;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan

mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa  Penggugat dalam  kesimpulannya  menyampaikan  agar

perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya. 

Bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  lebih  lanjut  semuanya

telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  sehingga  untuk

meringkas  uraian  putusan  ini  ditunjuk  kepada  Berita  Acara  Sidang

tersebut  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  isi

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  55  Undang-undang

Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah

dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan

ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat

menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya
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untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi

tertulis,  meskipun ia telah dipanggil  dengan sah dan patut  dan tidak

ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Tergugat  yang telah dipanggil secara sah

dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata

ketidakhadiran Tergugat  tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan

oleh  undang-undang,  dengan  demikian  berdasarkan  pasal  149 RBg

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah

dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim

tidak  dapat  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  disebabkan

Tergugat  tidak  pernah  menghadap  ke  persidangan  dan  Penggugat

menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan tetap dengan

gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg jo. pasal 4 ayat

2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya

perdamaian  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  disebabkan

Tergugat  tidak pernah menghadap ke persidangan.

Menimbang,  bahwa yang menjadi  sengketa  dalam perkara  ini

Penggugat  mengajukan  gugatan  perceraian  dengan  alasan  antara

Penggugat dan Tergugat  sejak  16 November 2019 telah sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  sehingga  antara

Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi  pada   16

November 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
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Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar

karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena

itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dipandang  telah

mengakui  dalil-dalil  Penggugat  yang  seyogyanya  kepada  Penggugat

tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini

menyangkut  bidang  perkawinan,  dimana  perkawinan  bukanlah

merupakan  perjanjian  biasa,  tetapi  perjanjian  yang  sangat  kuat

(mitsaqon  qolizan),  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat

kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang,  bahwa  untuk  melakukan  perceraian  harus  cukup

alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami  istri  sebagaimana  maksud   pasal  39  ayat  2  Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975,  oleh  karena  itu  Penggugat  harus  membuktikan  alasannya

tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua)

orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)

adalah  merupakan  bukti  identitas  diri,  telah  bermeterai  cukup,  dan

tetlah  dicocokan  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari  posita  gugatan Penggugat yang telah

jelas menunjukkan sengketa perkawinan  yang diperkuat dengan bukti

P.1  yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak

adanya bantahan dari  Tergugat,  maka berdasarkan  ketentuan pasal

49 ayat (1) huruf a dan pasal  73 ayat  (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  Undang-undang
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Nomor  50  Tahun  2009  Pengadilan  Agama  Dompu berwenang

memeriksa dan  mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan

Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat

bukti  surat  yang  menerangkan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah suami  istri  dan belum pernah bercerai  karenanya Penggugat

merupakan  pihak  yang  berkepentingan  mengajukan  perkara  ini

(persona  standi  in  judicio),  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  ada

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah

mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim

akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  gugatan  Penggugat

adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yang  menurut

Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan

Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis

Hakim  berpendapat  alat  bukti  yang  dapat  mencapai  batas  minimal

pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga

atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat

diterima;

Menimbang,  bahwa  dari  pemeriksaan  perkara  ini  telah

ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah; 
 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran

dan  perselisihan  dan  tidak  terbukti  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

Hakim  berpendapat  Penggugat  belum  mampu  untuk  membuktikan

kebenaran  dalil  gugatannya  dihadapan  Majelis  Hakim sehingga  dalil

Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak

rukun  dan  sering  bertengkar  ternyata  tidak  sesuai  dengan  norma

hukum sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal  19 huruf  f  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan

kesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  tidak  cukup  beralasan  untuk

dikabulkan dan patut untuk ditolak. 

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan Pasal  49 huruf  a Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  perkara  ini

termasuk bidang perkawinan,  oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  kepada  Penggugat  dibebankan  untuk  membayar

biaya perkara.

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang  berkaitan

dengan perkara ini. 

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara ini  sebesar Rp.356.000,-  (tiga ratus lima puluh enam ribu

rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Pengadilan  Agama  Dompu  pada  hari  Selasa  tanggal  10  Desember

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah

oleh  Syafri, S.H., sebagai Ketua Majelis,  Syahirul Alim, S.H.I., M.H.
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dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

tersebut  diucapkan dalam sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu

juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

dibantu oleh  Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

     Syafri, S.H.      

               Hakim Anggota               Hakim Anggota

      

                                                               Ttd.

        Syahirul Alim, S.H.I., M.H.                      Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

                  Amrih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran  Rp.   30.000,-

2. Biaya proses Rp.   50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 240.000,-

4. Biaya PNBP Rp.   20.000,-

5. Redaksi Rp.   10.000,-

6. Meterai                                     Rp.       6  .000,  -

Jumlah Rp. 356.000,-

     (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Sal

SalinanSalinan sesuai dengan aslinya.

Tanjungpandan, ........................
Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan,
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ZAINAL ABIDIN, SH, MH.
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